BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

51 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat dibuat kesimpulan

dari hasil penelitian ini yakni:

1.

Inventarisasi aset berpengaruh tidak signifikan terhadap Optimalisasi
pemanfaatan aset. Artinya walaupun Inventarisasi aset semakin baik namun
tidak berpengaruh terhadap Optimalisasi pemanfaatan aset.

Legal audit aset berpengaruh tidak signifikan terhadap Optimalisasi
pemanfaatan aset. Artinya walaupun Legal audit aset semakin baik namun tidak
berpengaruh terhadap Optimalisasi pemanfaatan aset.

Penilaian aset berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi pemanfaatan aset.
Artinya semakin baik Penilaian aset maka akan semakin baik juga Optimalisasi
Pemanfaatan Aset.

Pengawasan dan Pengendalian berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi
pemanfaatan aset. Artinya semakin baik Pengawasan dan pengendalian aset
maka akan semakin baik juga Optimalisasi Pemanfaatan Aset.

Inventarisasi aset berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan pemakaian
kekayaan daerah. Artinya semakin baik proses inventarisasi aset yang

dilakukan, maka akan meningkatkan Penerimaan pemakaian kekayaan daerah.
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10.

11.

Legal audit aset berpengaruh tidak signifikan terhadap Penerimaan pemakaian
kekayaan daerah. Artinya walaupun pelaksanaan Legal audit aset semakin baik
namun tidak berpengaruh terhadap Penerimaan pemakaian kekayaan daerah.
Penilaian aset berpengaruh tidak signifikan terhadap Penerimaan pemakaian
kekayaan daerah. Artinya walaupun pelaksanaan Penilaian aset semakin baik
namun tidak berpengaruh terhadap Penerimaan pemakaian kekayaan daerah.
Pengawasan dan pengendalian aset berpengaruh signifikan terhadap
Penerimaan pemakaian kekayaan daerah. Artinya semakin baik Pengawasan
dan pengendalian aset yang dilakukan, maka akan meningkatkan Penerimaan
pemakaian kekayaan daerah.

Optimalisasi pemanfaatan aset berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan
pemakaian kekayaan daerah. Artinya semakin baik Optimalisasi pemanfaatan
aset, maka akan meningkatkan Penerimaan pemakaian kekayaan daerah.
Optimalisasi pemanfaatan aset tidak dapat memediasi pengaruh Inventasisasi
aset terhadap Penerimaan pemakaian kekayaan daerah. Artinya dengan mediasi
Optimalisasi pemanfaatan aset maka pengaruh inventarisasi aset terhadap
Penerimaan pemakaian kekayaan daerah menjadi tidak berpengaruh positif,
dibandingkan pengaruh secara langsung.

Optimalisasi pemanfaatan aset tidak dapat memediasi pengaruh Legal audit aset
terhadap Penerimaan pemakaian kekayaan daerah. Artinya dengan mediasi
Optimalisasi pemanfaatan aset maka pengaruh Legal audit aset terhadap
Penerimaan pemakaian kekayaan daerah menjadi tidak berpengaruh positif,

dibandingkan pengaruh secara langsung.
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12. Optimalisasi pemanfaatan aset dapat memediasi pengaruh Penilaian aset
terhadap Penerimaan pemakaian kekayaan daerah. Artinya Penilaian aset
berpengaruh positif terhadap Penerimaan pemakaian kekayaan daerah baik
secara langsung maupun melalui mediasi Optimalisasi pemanfaatan aset.

13. Optimalisasi pemanfaatan aset dapat memediasi pengaruh Pengawasan dan
pengendalian aset terhadap Penerimaan pemakaian kekayaan daerah.
Pengawasan dan pengendalian aset akan berpengaruh positif terhadap
Penerimaan pemakaian kekayaan daerah jika melalui mediasi Optimalisasi
pemanfaatan aset.

14. Nilai koefesien determinasi (R2) menunjukkan bahwa kemampuan variabel
Inventarisasi aset, Legal audit aset, Penilaian aset, Pengawasan dan
pengendalian aset, dan Penerimaan pemakaian kekayaan daerah, mampu untuk
menjelaskan variabel Optimalisasi pemanfaatan aset dalam penelitian ini yaitu
sebesar 54 %. Sisanya sebesar 46 % tidak dimasukan dalam analisis ini.
Selanjutnya, kemampuan variabel Inventarisasi aset, Legal audit aset, Penilaian
aset, Pengawasan dan pengendalian aset dan Optimalisasi pemanfaatan aset
untuk menjelaskan variabel Penerimaan pemakaian kekayaan daerah dalam
penelitian ini adalah sebesar 46%, sisanya sebesar 54% tidak disertakan dalam
penelitian ini.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta kesimpulan, maka saran
yang dapat diberikan guna penyempurnaan hasil penelitian ini adalah sebagai

berikut:
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1. Kepada Pemerintah Provinsi NTT:

a. Atas permasalahan hukum/sengketa aset tetap, Pemerintah Provinsi NTT
dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pertanahan
Nasional dan Aparat Penegak Hukum dalam rangka penyelamatan aset
daerah yang dikuasai pihak lain secara tidak sah;

b. Pemerintah Provinsi NTT agar dapat menetapkan kembali nilai aset yang
akan dilakukan kerjasama untuk memperoleh nilai aset yang paling terkini
dalam rangka perhitungan nilai kontribusi pemanfaatan aset;

c. Informasi atas pengguna, kondisi, lokasi, dan status aset tetap agar dapat
diperoleh secara realtime, dengan cara masing-masing OPD untuk dapat
melakukan rekonsiliasi secara rutin atas pengelolaan aset pada OPD nya
dengan BPAD, sehingga dapat diperoleh informasi terkait BMD yang
belum dimanfaatkan, dan dapat dikerjasamakan dengan pihak lain dalam
rangka peningkatan PAD;

d. Pemerintah Provinsi NTT dapat secara tegas dalam melaksanakan ketetapan
besaran kontribusi dan waktu pembayaran kontribusi oleh kepada pihak
ketiga sesuai dengan ketentuan yang telah diatur atau perjanjian;

e. Pemerintah Provinsi NTT agar dalam menetapkan besaran kontribusi
kepada pihak ketiga agar juga dapat memperhitungkan biaya-biaya tersebut
yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTT atas aset-aset yang
telah selesai dimanfaatkan oleh pihak ketiga; dan

2. Dalam penelitian masih terdapat hasil temuan uji pengaruh yang tidak

signifikan, oleh karena itu disarankan kepada peneliti yang akan datang agar
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dapat melakukan penelitian ulang disesuaikan dengan waktu dan tempat yang

berbeda.
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